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Jangan Bergantung ke Dana Pusat

B Legislatif Desak Inovasi Pemkot Yogya untuk Genjot PAD

YOGYA, TRIBUN - Kalang-
an legislatif mendesak Pem-
kot Yogyakarta melakukan

inovasi untuk me-
mnglmtkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Bukan tanpa
alasan, efisiensi anggaran
yang diperkirakan masih ter-
jadi hingga 2026, membuat
pemerintah daerah tidak bisa
menggantungkan diri kepada
dana transfer pusat.

- Ketua DPRD Kota Yogya-
karta, Wisnu Sabdono Putro,
menyampaikan, fenomena
tersebut sontak menuntut
kemandirian daerah dalam

upaya pembangunan. la pun

di penurunan taget PAD dari
semula Rpl friliun menjadi

Rp936 miliar.

Penurunan paling tinggi ter-
jadi pada sektor retribusi dae-

rah dari Rp80,9 miliar menjaci
Rp73.24 miliar, kemudian sek-
tor pajak daerah dari Rp719,7
miliar menjadi Rp 656,9 miliar.
Meskipun, di sisi lain, sektor
hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan
sektor lain-lain pendapatan
vang sah terjadi peningkatan.

“Harapan kami, tentu PAD
ini bisa kembali seperti semu-
la, vakni Rp1 triliun. Keman-
dirian dalam menggali potensi
pendapatan daerah menjadi
kunci,” tandasnya, Kamis
(17/7).

Wakil Ketua DPRD Kota
Yogyakarta, Sinarbiyat Nuja-

nat, menambahkan, eksekutif fasilitasi Wali Kota pun mem-

seharusnva mulai melirlkpo tml-mmangdislmslmmlkme-

Dengan begitu, target pem
daerah vang dica-
nangkan Pemkot Yogyakarta

“Makanya, Iklim investasi
harus dijaga betul. Semakin
banyak investasi yvang tum-
buth di kota ini, ekonomi da-
erah bisa semakin stabil. Tapi.
vang terjadi, dalam postur

dahal, dua itu menjadi sektor
PAD andalan.” tegasnya.

Di samping itu, beberapa
sektor belanja daerah layaknya
untuk upaya pengelolaan sam-
pah, masih bisa ditekan de-
ngan melibatkan peran swasta.
Menurutnya, skema tersebut
cenderung lebih masuk akal
dan menguntungkan diban-
ding menggelontorkan APBD
Kota Yogyakarta secara penuh.

“Ada peluang investasi di

sana. Lagipula, Pemkot me-

raan pemerintah daerah.
Kelabakan
Wakil Ketua Il DPRD Kota
Yogvakarta, Trivono Hari Kun-
coro, menyatakan, eksekutif
tidak boleh menggantungkan
diri kepada dana transfer dari
pemerintah pusat. Lantar-
an, ketika efisiensi anggaran
kembali ditetapkan pada 2026
nanti, Pemkot Yogyakarta ba-
kal kelabakan menghadapi
beragam dinamikanya.

*  “Di perubahan banyak yang

kita soroti adalah tentang pen-
dapatan. Kita tidak bisa selalu
mengandalkan transfer pusat,
karena efisiensi bisa Jadi sam-
pai 2026," cetusnya.

la menyebut, salah satu ke-
repotan paling utama adalah
untuk menutup anggaran be-
lanja pegawai yang cendenung
tinggl dan mencakup hal-hal
bersifat mitin. Dalam
kesempatan, pihaknya pun
menyampaikan, maksimalisa-
si pendapatan menjadi sesua-

nyadari juga, untuk meng- “tu yang penting, agar Pemkot
owerlOOpcrsmllmbahde—z Yogyakarta memilki skenario

ngan pengadaan tambahan
dak akan sanggup,” cetusnya.

Kendati demikian, ia opti-
mis, komunikasi yang baik
antara eksekutif dan legislatif
di era kepemimpinan Hasto

untuk meningkatkan PAD.
“Kita beberapa kali minta
kajian tentang potensi penda-
patan. Misalnya, siapa wajib
pajak yang rendet, supaya

ruhnya tidak terlalu besar,”
ptnmglmmya (aka)




